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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan aturan
ketentuan pidana yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memenuhi rasa keadilan dan manfaat bagi
gelandangan dan pengemis. Satpol PP dan Dinas Sosial lebih mengedepankan
upaya pembinaan daripada mengenakan sanksi pidana. Jumlah gelandangan
dan pengemis memang ada pengurangan tetapi belum terjadi signifikan.
Pengurangan angka gelandangan terjadi atas berbagai upaya yang dilakukan
oleh Satpol PP dan Dinas sosial, bukan kerena sanksi pidana yang diberikan

kepada gelandangan dan pengemis.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, maka penulis
memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat. Saran dari

penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih memperhatikan
kembali mengenai pembentukan Peraturan Daerah, khususnya mengenai
sanksi pidana. Sanksi pidana yang dikenakan sebaiknya memperhatikan
unsur tujuan pemidanaan itu sendiri agar kedepanya aturaan yang dibuat
menjadi lebih efektif.
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2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial sebagai
perangkat daerah pelaksana Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis lebih bersinergi
dalam proses identifikasi untuk dapat memaksimalkan penanganan

pergelandangan dan pengemisan.
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